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Reskukturisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

KATA PENGANTAR

Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan (RP_PK) yang

telah dicanangkan oleh Presiden RI, pada tanggal 11 luni 2005

di Jatiluhur, Jawa Barat telah direspon Depaftemen Pertanian

d.ngun menetapka n L7 komoditas sebagai ungg.ulan, I
dianlaranya merupakan komoditas peternakan yailY sapi,

ungg., (iyam ras, ayam kampung dan itik) serta kambing dan

Ooriu. Revitalisasi peternakan diarahkan untuk meningkatkan

lesejahteraan peternak, menyediakan pangan asal ternak yang

nn.'ui.', Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dalam rangka mengurangi

tingkat kemiskinan dan membangun sDM berkualitas.

nerlnggasan ai Indonesia merupakan ujung tombak dalam

p.r.i,in.n kebutuhan konsumsi protein hewani, dimana saat ini

memberikan kontribusi sebesar 60,73 persen yang diikuti oleh

daging sapi sebesar 23,39 Persen.

Berdasarkan sistem produksinya, industri perunggasan di

Indonesia dibagi ke dalam 4 sektor dengan porsi terbesar jumlah

peternak yang terlibat di sektor 3 dan 4. sektor ini memiliki

sebaran yang luas hampir di seluruh wilayah di tanah air.-Namun

demikian, dibandingkan dengan sektor 1 dan 2, sektor 3 dan 4

mempunyai kelemahan dalam hal sistem kesehatan hewan,

sehingga'dengan merebaknya kasus penyakit Flu Burung sejak

perteilahan tahun 2003 sektor ini perlu mendapat perhatian

yang 
-serius, 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya

penienOatian dan pencegahan mewabahnya kasus pen.yakit Flu

ilr.ing yang tak kunjung reda dan dipandang perlu untuk

segera- aitat<'itan tata ulang atau restrukturisasi sistem produksi

perunggasan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Analisis Kebijakan
puslitbang peternlkan telah berhasil menyusun konsep awal

tu



[lestruhurisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

restrukturisasi sistem produksi perunggasan di Indonesia. Hal ini
dilakanakan melalui beberapa kegiatan workhop/lokakarya dan
diskusi internal sefta verifikasi hasil di lapang. Berbagai pelaku
usaha dan instansi terkait ikut terlibat dalam kegiatan ini seperti
penentu kebijakan, akademisi, asosiasi dan organisasi profesi
serta praktisi perunggasan. Hal ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi nyata bagi berhasilnya program
restrukturisasi sistem produksi perunggasan di Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya
dokumen ini. Buku ini merupakan dokumen dinamis yang
dlrasakan masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan
saran yang bermanfaat guna menlngkatkan kualitas sangat
diharapkan. Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca
untuk implementasi program perunggasan lebih lanjut di masa-
masa yang akan datang.

Bogor, Nopember 2006
Kepala Puslitbang Peternakan

Dr. Ismeth Inounu
NrP. 080 056 205
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[leshukturisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

PENDAHULUAN

Usaha peternakan unggas mempunyai prospek.pasar yang

sangat baik karena didukung oleh karakteristik produknya yang

Aipit diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar

muslim, harga relatif murah dengan kemudahan akes untuk

memperoleh-karena sudah merupakan barang publik. Komoditas

ini ;rgu berperan nyata dalam ketahanan pangan nasional

metitr'i penyediaan protein hewani dan penyedia lapangan kerja

baik di perdesaan maupun perkotaan. Secara nasional industri

perunggasan merupakan - pemicu utama pertumbuhan

pembingunan di sub sektor peternakan.

Usaha perunggasan di Indonesia sangat beragam baik dari

jenis komoditai- yang diusahakan, 
. 
maupun skala ekonomi

masing-masing usaha. Usaha peternakan ayam ras merupakan

suatu industri yang sudah terintegrasi secara vertikal mulai dari

industri hulu iampai hilir. Pada umumnya usaha ini dikelola

a.ngun manajemen profesional dan menggunakan input

iet<n-ologi maju/modern dengan tetap mempertimbangkan

tingkat 
-.Rri.nri 

usaha yang layak. Namun, tidak demikian halnya

deigan usaha peternakan unggas lokal seperti ayam kampung,

fik,-brrrng puyuh dan lain sebagainya. Sampai dengal akhir

tal.run 200i nilai investasi sektor perunggasan mencapai Rp 38,5

trilyun dengan omset sebesar Rp 41,5 trilyun'

Merebaknya wabah penyakit Flu Burung (Avian Influenza)

akhir-akhir ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar

bagi industri perunggasin, mencapai sekitar Rp 3,87 trilyun.
giny.Lnyu ternak unggas yang mati maupun dimusnahkan

uliUut penyakit ini mlngakibatkan konsumen ragu untuk

mengkonsumsi produk unggas yang secara tidak langsung

berdimpak terhadap sektor budidaya. Masalah utama yang

menyebabkan sulitnya penanggulangan kasus Flu Burung adalah

1



Restrulturisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

adanya usaha-usaha peternakan unggas dengan skala non
komersial pada [okasi yang tersebar, sehingga jumlah dan
keberadaannya sulit dikontrol.

Sulitnya pengawasan tempat pemotongan ayam (TPA) di luar
RPA, tempat penjualan unggas hidup dan produknya sefta
lalulintas unggas dan produknya.juga masih menjadi kendala
utama. Hal ini didukung pula oleh penerapan aspek biosekuriti,
manajemen perkandangan dan tata ruang, sefta penerapan
program vaksinasi yang belum dilakukan secara komprehensif
dan masih bersifat parsial karena berbagai keterbatasan yang
dimiliki pada usaha peternakan skala ra[<yat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan tekad
kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan para
pelaku usaha peternakan unggas, Puslitbang Peternakan melalui
tim Analisis Kebijakan telah berupaya untuk memberikan
masukan/saran dan rekomendasi kepada pemerintah tentang
pentingnya mewujudkan program restrukturisasi sistem produksi
perunggasan di Indonesia. Penyusunan konsep ini dilakukan
melalui berbagai kegiatan workshop/lokakarya dan diskusi
internal serta verifikasi di lapang. Berbagai pelaku usaha dan
instansi terkait turut terlibat dalam kegiatan penyusunan konsep
awal restrukturisasl sistem produksi perunggasan di Indonesia.

TAHAPAN KEGIATAN

Pertemuan tim Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN)
yang dimotori oleh Pnor. Dn. Beyu KTSruAMURTI pada awal tahun
2006 mengungkapkan salah satu kebijakan pokok untuk
menuntaskan pemberantasan wabah penyakit Flu Burung di
sektor 3 dan 4. Salah satu strategi yang diusulkan adalah reka-
ulang sistem produksi perunggasan yang meliputi (a)
pembenahan pasar ayam kolektif, (b) pengembangan model-

model petemak
dengan suku bt
pada usaha di
serangan penyd
ini lebih diseh
(misalnya meml
sampah), sehirp
virud' yang r
Restrukturisasi t

harus dilakukan
pernahaman tefi
dapat dialami olt

Sebagai taln
Analisis Kebiiak
2006 dalam raq
konsep restrukt
tanggal 12 Jun
pelaku usaha t
SuoeRro IRAttAll
PrrrR (peternd
WmnnoIHan:n G
yang diperoleft
menyusun korl

Perunggasan In
masukan dari b
Universitas Gadj

BPTP Bengkulu
Masyarakat IIrru

Puslitbang
Peternakan, Uni

Lokakarya Nas

Usahaternak Un
di Semarang. Pt
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Reshukturisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

model peternakan tangguh, dan (c) fasilitasi. .ftSdiL. 
usaha

a*gun suku bunga rendan. sasaran program. lebih ditujukan

oadi usaha di sektor 3 dan 4 karena pola pengendalian

;;;gilp;nyit it Flu Burung pada sektor ini sulit dilakukan. Hal

ini 
-i.tir, ' 

diseoabkan karenl faktor ketida6ahuan peternak

l*ir.fnyu membuang bangkai unggas di sungai atau .tempat
iurpufil, sehingga t66aai wabah baru, sefta adanya "shedding

virud' 
'yang 

menjadi sumber infeksi pada ayaT [ain'

Restrukturisisi sistem produksi perungga.san pada 
. 
sektor ini

harus dilakukan secara 
'bertahap, 

diawali dengan sosialisasi dan

perut,u*.n tentang kerugian dan dampak sosial ekonomi yang

bapat dialami oleh peternak maupun masyarakat'

Sebagai tahap awal telah ditakukan brainstorming oleh tim

Rnatisis kebijakan puslitbang peternakan pada tanggal 9 Juni

ZOOS Oufum iangka menyikapi usulan tim KPEN untuk menyusun

11gn;.p restrukt-urisasi sistem perunggasan di .Indonesia. 
Pada

tangglf 12 luni 2006 dilakukan pertemuan lanjutan dengan

p;dk usaha perunggasan pada sektor 3 dan 4' yaitu H'

lJoo*ro tnnwnu (pet6inak ayam ras di Kabupaten. Sukabumi),

pttt* (peternak ayam di Kabupaten Sukabumi) dan EKo

Wnrnnoilnn:n (peternak ayam buras di DKI Jakarta). Informasi

V.ng Jip.roleh'dari hasil pertemuan tersebut digunakan untuk

,.,iyrrln konsep uwui Restrukturisasi Sistem Produksi
'p.iuhffirun 

Indonesia. Konsep ini kemudian ditengkapi dengan

,.rrti* dari berbagai pihak diantaranya Fakultas Peternakan

uniu.riitu, Gadjah Mada, BpTp DKI Jakafta, BpTp lawa Timur,

gpip Bengkulu, BpTp Jambi, BpTp sulawesi selatan dan

Masyarakafllmu Perunggasan Indonesia (MIPI)' ' 
,

Puslitbang Peterni[an bekerjasama dengan Fakultas

Peternakan, universitas Diponegoro telah melaksanakan suatu

f-okikarya Nasional Inovasi Teknologi dalam . Mendukung

UsahaternakUnggasBerdayasaingpadatanggal4Agustus2006
di semarang. ee;uicara utama In. H. DoN P UrOyO dari Forum

J
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Reshukturisasi Sistem Pnoduisi Perunggasan di lndonesia

Masyarakat Perunggasan Indonesia menyampaikan gagasan
tentang tata ulang sistem produki perunggasan di Indonesia.
Pemikiran tentang strategi pengendalian penyakit unggas di
sektor 3 dan 4 oleh DR. ABDUL Ao:to dari Balai Besar Penelitian
Veteriner turut melengkapi gagasan untuk menjadikan konsep
restrukturisasi sistem perunggasan menjadi suatu program aksi.
Hasil tokakarya merumuskan bahwa dalam upaya meningkatkan
usaha ternak unggas menuju kemandirian usaha, dlperlukan tata
ulang sistem produksi unggas nasional dengan menerapkan
good farming practices, terutama di sektor 3 dan 4. Konsep tata
ulang sistem produksi unggas/ utamanya pada sektor 3 dan 4
menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk mengatasi
dan mencegah terjangkitnya penyakit Flu Burung di Indonesia.
Hal ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan tata ruang antara
lain sosialisasi pengandangan, tempat-tempat pemotongan serta
pasar unggas.

Konsep awal dilengkapi dengan hasil rumusan lokakarya
menjadikan dokumen lebih komprehensif diseftai dengan usulan
dalam bentuk matriks program. Guna memperoleh masukan dan
saran nyata dari instansi terkait, pada tanggal 24 November
2006 dilakukan pertemuan dengan Dinas Peternakan Kabupaten
dan Sub Dinas Peternakan Kota Bogor. Hal ini bertujuan untuk
mengkonfirmasi beberapa aspek kebijakan dan strategi yang
diusulkan terkait dengan kebijakan tata ruang, usaha
perunggasan, pengawasan sistem pemasaran unggas hidup,
pengawasan RPAIIPA sefta sistem rantai pemasaran dan
distribusi ternak unggas. Verifikasi lapang di tempat pemotongan
ayam tradisional dilakukan baik di pasar maupun yang ada di
lokasi pemukiman di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten
Sukabumi.

RESTRUKTUR]

Usaha perurg
skala usaha dan
modern (selGor
(sektor 3 dan 4).
pendekatan ketrij
diterapkan Pada
kecil aGu sebal

aturan/perundan
daerah untuk nx
unggas yang rn
terstrulGur deng
peran pemerinE
sistem peredarar
penyediaan DO(

dimanfaatkan. U

wilayah, retibud

Dalam rand
produktivitas
pendapatan da
menetapkan Peil
suatu ka'wasar

diharapkan daPa

dan akses Pefl
sumber inPut l(
menjadi usaha '
menghasilkan
meminimalkan c

Keb'tjakan Pr
mengkonsurnsi ;
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[lestrukturisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

RESTRUKTURISASIsIsTEMPRoDUKSIPERUNGGASAN
INDONESIA

Usahaperunggasandilndonesiaterbagidalam'4.kelompok
skala usaha dan manajemen budidaya, yaitu skala besar dan

,oa.rn (sektor 1 dan 2) serta skala kecil dan konvensional

(sektor 3 dan 4). Perbedain skala usaha tersebut membutuhkan

I.nJ.putun keUijakan yang berbeda pula, karena kebijakan yang

[[;;.pk"; pida'skata 
'U.rit 

tidak dapat diaplikasikan pad.a skala

[..it 'utu, 
sebaliknya. Oleh karenanya diperlukan dukungan

ituranTperundang-undangan baik 9i tingkat pusat. maupun

daerah untuk menyediakin infrastruktur budidaya usaha ternak

unggas yang memadai, Sistem produksi bibit ayam ras telah

teriiruktur iungan baik yang dilakukan oleh swasta, sehingga

;;fi;;erintih diperlukan dalam. hal pengawasan. m.utu dan

,irt., peredarannya. Guna menjamin kestabilan dan kelancaran

p.nyuOlun DOC ayam ras, maka potensi Yalg ..u9u harus

dimanfaatkan. untuk itu, pengawasan mutu, lalu lintas antar

wilayah, retribusi dan iuran harus bersifat kondusif'

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan

produktivitas ternak 'lnggas, sekaligus meningkatkan

F.nO.putun dan kesejahteraan. .peternak, 
pemerintah telah

;;r.t.pk.n pembinaannya melalui pendekatan kelompok dalam

suatu 
'kawasan. Melalui pendekatan kawasan tersebut

Oitiurupt un dapat mempermudah pembinaan, akses permodalan

dan akses pemasaran, disamping akses distribusi terhadap

iumber inpui. Konsep industri perunggasan diha.rapkan berubah

*.n;uaiusahayangterintegrasi.secaravertikaldenganupaya
menghasilkan proht cen{re dalam satu kesatuan' dan

meminimalkan cost centre.

Kebijakanpromosi,pubticawareneisterhadapkeamanan
mengkonsumsi produk asal unggas menjadi penting, disamping
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[{estrukturisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

RESTRuKTURISASIsIsTEMPRoDUKSIPERUNGGASAN
INDONESIA

Usahaperunggasandilndonesiaterbagidalam.4.kelompok
skala usaha dan-manajemen budidaya, yaitu skala besar dan

tnoo.rn (sektor 1 dan 2) serta skala kecil dan konvensional

(sektor 3 dan 4). Perbedain skala usaha tersebut membutuhkan

L.nJ.putun keUijakan yang berbeda pula, karena kebijakan yang

iil;rpk"; pida'skata 
'u.rir 

tidak dapat diaplikasikan pada skala

[..it 'utu, sebaliknya. Oleh karenanya diperlukan dukungan

ituranTperundang-undangan baik 9i tingkat pusat. maupun

daerah untuk menyediakin ihfrastruktur budidaya usaha ternak

unggas yang memadai. Sistem produksi bibit ayam ras telah

teriiruktur iungan baik yang dilakukan oleh swasta, sehingga

ffifi;"rintif, dipedukan dalam. hal pengawasan.m.utu dan

!irt", peredarannya. Guna menjamin kestabilan dan kelancaran

p.ny.Oi.un DOC ayam ras, maka potensi Yalg ..u9a harus

iiminfaatkan. Untuk itu, pengawasan mutu, lalu lintas antar

*ifiyuf'.l, retribusi dan iuran harus bersifat kondusif'

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan

produktivitas ternak 
' ,lnggas, sekaligus meningkatkan

i.na.p.tun dan kesejahteiaan. .peternak, 
pemerintah telah

h.r.t.prrn pembinaannya melalui pendekatan kelompok dalam

suatu kawasan. Melaiui pendekatan kawasan tersebut

oinurupt un dapat mempermudah pembinaan, akses permodalan

dan akses pemasaran, disamping akses distribusi terhadap

iumber input. Konsep industri perunggasan diha.rapkan berubah

,..:.ai usaha yang terintegrasi .secara 
vertikal dengan upaya

menihasilkan prolnt cenie dalam satu kesatuan' dan

meminimalkan cosf centre.

Keb'rjakanpromosi,pubticawarenessterhadapkeamanan
mengkonsumsi produk asal unggas menjadi penting, disamping
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[lestruhurisas Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

ketersediaan SDM peternakan mendukung terlaksananya dengan
baik penerapan kebijakan rnenuju usaha ternak unggas yang
mandiri dan ber:dayasaing, Kenyataan bahwa usaha ternak
unggas masih belum putih dari mewabahnya penyakit Flu
Burung, rnaka diperlukan sosialisas't dan proses edukasi yang
terus menerus kepada masyara kat/peternak/petu gas tenta n g inti
dari pengendalian dan pencegahan penyakit yakni: biosekuriti,
vaksinasi, pengobatan serta stamping out/culling.

L Aspek Kesadaran Masyarakat (Public Awareness)
tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Avian
Influenza dan Zoonosis lainnya di Indonesia

Kejadian penyakit Avian Inf[uenza (AI) mempunyai dampak
yang cukup serius secara lintas sektoral. Salah satu bukti adalah
timbulnya kepanikan sebagian masyarakat untuk mengkonsumsi
teJur dan daging ayam. Penyutuhan dlperlukan untuk
meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha
peternakan unggas dan masyarakat umum terhadap pencegahan
penyakit flu burung melalui penerapan biosekuriti, pencegahan
dini, kepedulian. perlunya keberslhan lingkungan dan cara-cara
pemeliharaan ternak unggas yang baik dan benar, Untuk itu
perlu penyampaian informasi yang seimbang kepada masyarakat
tentang dampak penyakit flu burung terhadap kesehatan
manusia.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit
flu burung dan dampaknya' baik terhadap kesehatan manusia
maupun industri perunggasan nasional merupakan salah satu
program yang harus ditempuh dalam kaitannya dengan rencana
tata ruang sistem industri perunggasan.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengendalian
dan pencegahan penyakit flu burung, diantaranya:

1. Mendisemi
burung da
kepada aki

2. Memberda
kegiatan I

burung at
antar pelal
menengah

3. Melakukan
berdasarlq
dengan bt

4, Membangn
intemmiq
dalam rar
zoonosis k

Untuk menczt

1. Perlu jarin
pencegalti
mulai tirgil

2. Perlu orgr
dan rnerg

3. Peningkat
burung al
media n
pelatihan,

4. Sosiaiisad
yang arna
TAKUT t-{'

Beberapa pn
dalarn rangka
mengendalikan
zoonosis lainnya
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Re$ruhurisasi Sistem Produksi Perunggasan di lndonesia

1. Mendisetninasikan pengetahuan tentang' penyakit flu
burung dan zoonosis lainnya, mulai dari penyebab safflpai

kepada akibatnya, kepada masyarakat luas.

2. Mernberdayakan masyarakat untuk ikut aktif dalam

kegiatan surueilans untuk penanggulangan penyakit flu
burung atau zoonosis lainnya dan membangun jejaring

antar pelaku usaha perunggasan, utamanya peternak skala

menengah dan kecil.

3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan

berdasarkan hasil kajian teknis, ekonomi dan sosial sesuai

dengan budaya masyarakat setempat.
4. Membangun citra Indonesia di dunia, regional maupun

intemasional tentang upaya-upaya yang telah dilakukan

dalam rangka menanggulangl penyakit flu burung atau

zoonosis lainnya,

Untuk mencapai tuiuan tersebut:

1. Perlu jaringan masyarakat untuk melakukan surueilans dan

pencegahan penyakit flu burung atau zoonosis lainnya

mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota.
2. Perlu organisasi pelaku usaha ternak unggas skala kecil

dan menengah di setiaP ProPinsi.
3. Peningkatan publikasi dan komunikasi tentang penyakit flu

burung atau zoonosis lainnya melalui media elektronik,

media massa, penyebaran leaflet/brosur, seminar,
pelatihan, dan lain sebagainYa.

4. Sosialisasi kepada konsumen tentang pembelian produk

yang aman serta sosialisasi melalui mass media " TIDAK

TAKUT MAKAN DAGING AYAM".

Beberapa program dan atau kegiatan pokok yang diusulkar"

dalarn rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

rnengendalikan dan mencegah terjadinya flu burung atau

zoonosis lainnya adalah:

7
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1. Pembentukan organisasi peternak skala kecil dan
menengah dalarn upaya pembinaan yang efektif dan
efisien.

2. Pengembangan komunikasi publik dalam hal
mendiseminasikan cara-cara pencegahan dan
pengendalian penyakit flu burung. Hal ini dapat dilakukan
melalui pembuatan dan penyebaran informasi tentang
good farming pradice melalui media elektronik, media
massa, leaflet/brosur (dalam jumlah yang memadai),
seminar, pelatihan dsb. Penyebaran informasi melalui
media elektronik (W dan radio) hendaknya dilakukan
secara intensif pada stasiun-stasiun yang dapat
menjangkau secara luas seluruh wilayah Indonesia,
demikian pula halnya dengan penyiaran di stasiun radio
lokal (RRl/Komersial).

3. Penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal
surueilans dan pencegahan penyakit flu burung atau
zoonosis lainnya.

4. Pembentukan suasana yang harmonis dan kondusif
terhadap kelompok khusus seperti legislatif, pelajar,
pendidik, masyarakat perunggasan, tokoh masyarakat,
komunitas kesehatan/veteriner, komunitas perdagangan,
dan lain-lain.

Apresiasi terhadap program konsumsi produk unggas ASUH
melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.

I

1
d

Pemerintah
meningkatkan I
pencegahan pe

1. Pembuata
memuat i
jumlahnya
elemen m

2. Penyiaran
vaksinai)
selama sd
sehinggn I

3. Iklan layt
CruMPAS
tentarg f
dapat @
menltrplc

I

1

Pemberdayaa r

Upala :€- -:
usaha --e-'ar

mengkc's - - s

bersanra, S=: -

lembaga . s::
kesehata- -:',.
insem!la:: - =a'
(ATR)), c';:- s:
ASCH], CTT-
masyars(:::--
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I
d

'l
.t

Upaya Pemerintah

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal

meningkatkan keSadaran masyarakat tentang pengendalian dan

pencegahan penyakit flu burung, diantaranya:

1. Pembuatan booklet, poster, flyer maupun banner yang

memuat informasi tentang penyakit flu burung, namun
jumlahnya belum memadai untuk mencakup seluruh

elemen masyarakat.
2. Penyiaran iradio commercial' (iklan biosekuriti dan

vaksinasi) di stasiun radio lokal. Hal ini hanya berlangsung

selama satu minggu karena keterbatasan anggaran I dana,

sehingga belum efektif mencapai sasaran secara luas'

3. Iklan-layanan masyarakat mengenai pola hidup sehat

(TUMPAS AI), tetapi belum memuat iklan masyarakat

ientang pentingnya program vakinasi pada unggas yang

dapat ditayangkan secara intensif di stasiun TV yang dapat

. menjangkau secara luas seluruh wilayah Indonesia'

Pemberdayaan SDM

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budidaya

usaha 
'ternak 

unggas yang baik dan kesadaran untuk

mengkonsumsi pangan bergizi menjadi tanggung jawab

bersima. Selain pemerintah pusat perlu peningkatan peran

lembaga riset, perguruan tinggi, aparat pemda, dinas. terkaif
kesehitan hewan (tenaga Teknis Peternakan (Penyuluh/PPL,

inseminator, Pemerika kebuntingan, Asisten Teknis Reproduksi

(ATR)), organisasi profesi (ISPI, PDHI, PPSKI, APFINDO, GPPMT,

ASOHI; GPPU, HPDKI), LSM, pemuka agama, tenaga pengajar,

masyarakat dan TNI.

I

1
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II Aspek Budidaya Unggas pada Sektor 3 dan 4

1. Usulan Aturan Budidaya Unggas

a. Pertu kawasan usaha peternakan (KUNAK) unggas dl setiap
wilayah (Kecamatan/Kabupaten) bagi sektor 3, sebagai
upaya untuk memudahkan dalam monitoring dan
penanganan apabita terjadi wabah.

b. Lokasi KUNAK ditetapkan dengan peraturan daerah agar
kawasan tersebut dapat dlgunakan untukjangka panjang.

c, Bagi sektor 4 dan usaha ternak bersifat hobi/kesenangan
yang tidak ditempatkan pada satu kawasan, perlu
penyediaan kandang unggas denganltanpa tempat
umbaran di setiap rumah.

d. lumlah pemeliharaan ternak perlu dibatasi berdasarkan
kesepakatan (misalnya maksimal 30 ekor).

e. Jika telah melebihi atau sudah rnenjadi usaha sampingan
perlu dicari lokasi alternatif baru di luar pemukiman atau
bergabung dengan KUNAK.

f . Perlu ada pelarangan mixed farming practice terut ama
antara ayam, itik, entog dengan babi dalam satu kawasan.

g, Perlu aturan pelaranga,n usaha budidaya komersial dalam
satu kawasan dengan industri perbibitan, sesuai peraturan
yang ada.

h. Perlu ada pedoman dan sosialisasi pengandangan ternak
unggas di wilayah pemukiman pada sektor 4 yang tertata.

i. Pelaksanaan pelayanan usaha peternakan unggas sektor 3
sebagian besar dilakukan pada usaha yang sudah berjalan
dengan mempeftimbangkan aspek teknis dan aspek
administrasi. Aspek teknis berdasarkan kesesuaian dengan
teknis usaha peternakan baik lahan, kandang dan
pengelolaan usaha, Sedangkan aspek administrasi metiputi
persyaratan yang harus dimiliki berupa persetujuan

lingkungn
diketahui

i. Penataan
pendekat

2. Biosekuriti
penyebarar

t
t

a. Biose<-':
n6*2' 2' '.

Pr -L - ,

j'lg<-'r i-
Pv -- -

P_
b, Pe., s:s

, ^^: ^

l,^r -----l\CJ a:==

\r - -
t,^---^-

-o- =i-
,l- -:- --L > ='-=
^t;. -

c::-.:-:

-^-- ---- '-ftr-= ='a
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A Ccr -:-U, I s
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lingkungan masyarakat dan surat keterangan usaha yang
diketahui oleh kepala desa setempat.
Penataan dan pembinaan teknik budidaya dengan
pendekatan secara kelompok bagi peternak di sektor 4.

2. Biosekuriti: (berlaku umum untuk pencegahan
penyebaran PenYakit)

a. Biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan
pertahanan peftama untuk pengendalian wabah dan

dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan
penularan/kontak dengan ternak teftular, sehingga rantai
penyebaran penyakit dapat diminimalkan.

b. Perlu sosialisasi pelaksanaan biosekuriti di setiap sektor
usaha dan masyarakat. Sosialisasi sederhana seperti
kebiasaan mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan
setelah mengurus ternak kesayangannya, membersihkan
kandang bila ayam-ayamnya mati mendadak dan

menyemprot kandang sefta peralatannya dengan
disinfektan. Darah, bulu dan kotoran serta bangkai harus

dikubur atau disiram disinfektanlminyak tanah, harus
diperkenalkan dan ditekankan pada masyarakat. Jika

mendapati ada kematian ayam atau burung dengan jumlah

dan gejala tidak wajar, dapat menghubungi Dinas

Peternakan setempat untuk mendapat bantuan.
c. Perlu prototipe kandang sistem knock down yang mudah

diaplikasikan dan murah sehingga terjangkau oleh

masyarakat
d. Pertu pemrosesan limbah padat dan cair (pupuk, pakan,

dan lain-lain). Pada usaha pemotongan rumahan,
diharuskan mempunyai tempat penampungan/
pembuangan (bak, kolam kering) dengan kedalaman yang
berbeda' untuk penampungan limbah cair (air pencuci

11
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produk), dan diberi mikroba untuk membunuh bakteri
patogen,

e. Penerapan program desinfeksi/penyucihamaan secara rutin
sesuai standar dengan fasilitas yang memadai".

f. Truk atau armada angkutan dan keranjang angkut ayam

yang dipakai mengantar ayam ke pangkalan ayam harus

dibersihkan/disemprot dengan desinfektan. Design truk
angkut perlu dirubah agar tidak mencemari udara selama

pengangkutan.
g. Pangkalan ayam (tempat jual ayam hidup/grosir) harus

mempunyai fasilitas untuk membersihkan truk dan

perabotnya
h. Perlu ada sertifikasi dan labeling bagi usaha yang telah

menerapkan standar bioseku riti.
i. Penyediaan tempat pemusnahan ayam sakit/mati yang

ramah lingkungan

3. Vaksinasi

a. Perlu adanya pedoman vaksinasi pada unggas selama

pemeliharaan.

. Program vaksinasi dan kejelasannya harus disiapkan

oleli Dinas Peternakan terdekat, dimana peternak

maupun orang awam dapat mudah menghubunginya.
. Posko untuk AI (flu-burung) dapat dihubungi 24 jam

dan dikoordinir oleh Dinas Peternakan setempat.
. Vaksin harus mudah didapat dan tersedia di poultry-

shopl penjual saPronak.

b. Perlu - vaksinasi- pada burung liai' melalui pakan di

habitatnya serta sekitar kawasan peternakan unggas guna

mencegah penyebaran PenYakit.

c. Penerapan
usaha peft
KUNAK.

d. Diperlukan
harga terja

e. Perlu banEr
peternak s*
vaksinag'se

f. Pelaksanaa
sektor 4. I

petemak r
Langsurq tr

g. Penegakan
selalu dis(
standar.

h. Monitorirq r

perlindurga
i. Monitoring

Petemakan
kegagalan v

j. Pencatatan
vakinasi, p
sektor 3 dar

k. Perlu ada
optinnar[sasi
kesehatan h

l. Perlu penL
laboratoriuur
kerjasan'm p

m. Peningkaan
penyedlaan
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c. Penerapan vaksinasi secara mandiri dan swadana pada

usaha peternakan unggas sektor 1 dan 2 dan usaha
KUNAK.

d. Diperlukan p,rod{.tk vaksin dengan kemasan (stok) dan
harga terjanEkau serta kualitas yang terjamin.

e. Perlu bantuan pemerintah dalam ketersediaan vaksin agar
peternakskala kecildi semua daerah mendapat vaksin dan

vaksinasi seca'ra gratis.
f. Pelaksanaan vakinasi oleh pemerintah bagi peternakan di

sektor 4. Bantuan pe{aksanaan program vaksinasi bagi
peternak rakyat/kecil dapat melalui program Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM).
g. PeneEakan aturan terhadap program vaksinasi yang harus

selalu disertai dengan penerapan biosekuriti sesuai

standar.
h. Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan

perlindungan dan keamanan vaksinasi.
i. Monitoring sesudah vaksinasi harus dilakukan oleh Dinas

Peternakan setempat untuk mengetahui keberhasilan atau
kegagalan vaksinasi.

j. Pencatatan dengan baik tentang kejadian wabah,

vaksinasi, pt'ogram biosekuriti dan hasil monitoring pada

sektor 3 dan 4.
k. Perlu ada pelayanan kesehatan terpadu melalui

optimalisasi penEEunaan laboratorium dan pos-pos

kesehatan hewan yang tersedia di setiap kecamatan.
l. Perlu peningkatan kemampuan tenaga terampil pada

laboratorium dan poskeswan yang ada didukung dengan

kerjasarna penyuluhan yang terpadu.
m.Peningkatan jangkauan kerja petugas lapangan melalui

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
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III. Aspek Lalutintas dan Pemasaran Unggas Hidup dan
Produk Unggas

Salah satu cara penyebaran wabah penyakit unggas adalah

melalui lalu lintas berbagai jenis unggas hidup dan produknya,

terutama lewat pasar ayam/burung. selain itu perdagangan

antar pulau, antar propinsi maupun antar kabupaten/kota,

karena'frekuensinya sangat tinggi sehingga sulit dipantau, jelas

memiliki pengaruh sangat nyata. Hal ini pula yang merupakan

salah satu penyebab penyebaran penyakit AI dalam kurun waktu

3 tahun (ZOO:-ZOOO) semakin meluas (Mannruorul, et. a\,2005)'

Meskipun peraturan lalu lintas unggas hidup, DOC, dan

produk unggas sudah ada (ftnerrgRAT JENDERAL BINA PROoUrst

berrRruarRr,t-, 2OO4), pengawasan lalu lintas dan pemasaran

unggas hidup maupun produk unggas sangat penting

Uipl-inaUUn, sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian

penyakit ungga! menular secara konsisten dan

berkesinambungan.

1. penegakan aturan sK Dirjen Bina Produksi Peternakan
No. - LTlKpts/PD.540lFloz tentang Pedoman,
Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan
eenyaftit Hewan Menular Influenza pada unggas
(Avian Influenza) yang berkaitan dengan
pengendalian lalu lintas.

a. Pengawasan lalu lintas di lokasi peternakan 99n lokasi

penampungan unggas perlu dilaksanakan oleh Dinas

i,eternikan atau Dinas yang membidangi fungsi

peternakan dan kesehatan hewan setempat.

b. i\4embatasi secara ketat lalu tintas unggas, produk unggas,

pakan dan material kontaminan lain seperti kotoran, bulu,

iitter/alas kandang, sesuai persyaratan yang telah

ditetapkan.

c. Pengawa
dan produ*
Badan Kara

d. Pengaktifan
unggas ant

e. Otonomi I

menyesuak
No. 17llQG

2. Perlu komit
berwenang
Keterangan I

kesadamn I
urituk menda

a. Perlu dilal
pelaksanaar
instalasi ka
lintas helvar

3. Peratrrran
karkas ung
sebagai pusa

a. Pada lvilaya
sepeffi DKI
produk urq
aturan sffi
bentuk M
tempat penr
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c. Pengawasan lalu lintas antar area terhadap unggas hidup

dan produk unggas harus dilakukan secara ketat oleh

Badan Karantina Peftanian cq. Pusat Karantina Hewan'

d. pengaktifan kembati pos-pos pengawasan lalu lintas

unggas antar daerah.
e. Otonomi Daerah di masing-masing daerah harus

menyesuaikan dengan sK Dirien Bina Produksi Peternakan

No. 17lKpts lPD.640lF 102.

2. Perlu komitmen yaflg tinggi dari instansi yang

berwenang terutama dalam mengeluarkan surat
Keteranga-n Kesehatan Hewan (SKKH): Perlu ldanYa
kesadarin dari peternak/pelaku/pedagang ternak
untuk mendaPat SKKH secara legal

a. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tindak karantina hewan pada instalasi-

instalasi karantina hewan dan pos-pos pengawasan lalu

lintas hewan antar pulau, propinsi, kabupaten/kota'

3. Peraturan strategi distribusi dan transportasi
karkas unggas untuk wilayah-wilayah teftentu
sebagai pusat konsumen

a. Pada wilayah-wilayah tertentu yang padat penduduknya

seperti DKI Jakarta yang juga merupakan pusat.konsumen

produkunggassudahwaktunyauntukmemberlakukan
aturan strategi distribusi dan transportasi unggas dalam

bentuk karkai misalnya dengan relokasi peternakan dan

tempat pemotongan ayam di luar kota'

15
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4. Penyediaan sarana dan fasilitas transportasi yang
memenuhi persyaratan teknis dan hygienis

a. Pengawasan lalu lintas hewan dan produknya perlu

dilakukan secara makimal, untuk itu perlu adanya
pemeriksaan kesehatan unggas secara cepat pada pos-

pos pengawasan lalu lintas hewan dengan tes sederhana.
b. Jika hasil tes ada yang mencurigakan perlu dilakukan

prosedur tetap untuk Pengamanan.
c. Perlu fasilitas transpoftasi karkas unggas dan produk

unggas yang memenuhi persyaratan teknis maupun

hygienis.

5. Relokasi bagi penjualan unggas hidup dan tempat
pemotongan ayam (TPA)

a. Penyediaan lokasi yang representatif bagi penjualan

unggas hidup di pasar-pasar, dilengkapi dengan sarana
dan prasarana yang memadai. Sehingga terdapat
pemisahan tempat penjualan unggas hidup dari
produknya

b. Relokasi tempat penampungan ayam dan tempat
pemotongan ayam milik perorangan termasuk penyediaan

tempat pembuangan limbah dan cooling unit.
c. Revitalisasi penggunaan rumah potong ayam (RPA) agar

tidak terjadi pencemaran silang antar ruangan, sehingga

diperoleh kualitas karkas unggas yang hygienis.
d. Perlu pengawasan RPA||PA terhadap (i) aspek kehalalan;

(ii) penggunaan Nomor Kontrol Veteriner (Nl(/) untuk
jaminan kualitas; (iii) pemerikaan bahan makanan

tambahan; (iv) pemeriksaan antemoftem khususnya

terhadap penyakit Avian Influenza; sefta (v) jaminan

kualitas daging ayam bagi konsumen.

6. Peraturan a
bagi penju
pasar

a. Pengahrrr
penjualan r

suahr rirft
Dengan de
dan biosdr
dapat dilde

b. Perlu adan
cept daq
kesefiatan r

c. Pedu p€rlgt
meliputi (a
bebas AI r

bebas Ertr
wama); (cl
(suratlaEr
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6. Peraturan alokasi satu hari libtlr dalam satu minggu
bagi penjualan dan pemotongan unggas di setiap
pasar

a. Pengaturan sat{.I hari libur dalam satu rninggu bagi

peniualan dan ,pemotongan unggas di setiap pasar pada

iua[u wilayah dapat diberlakukan secafa bergiliran.

Dengan demikian kecukupan akan unggas tetap terpenuhi

dan biosekuriti untuk meningkatkan sanitasi lingkungan

dapat dilaksanakan setiap satu minggu sekali'

b. perlu adanya prosedur baku untuk melakukan penguiian

cepat dengan menggunakan tes kit sederhana terhadap

kesehatan unggas yang diperjualbelikan.
c. perlu pengawllan pada proses pemasaran unggas/karkas

meliputi (i) pemeriksaan Surat Keterangan menyatakan

bebas AI- (30 hari); (b) Surat Keterangan menyatakan

bebas terhadap bahan makanan tambahan (formalin, zat

warna); (c) Surat Keterangan Kesehatan daging Unggas

(surat jalan).
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IV. MATRIKS RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN
INDONESIA

Aspek Utama Rencana Tindak Keluaran Sasaran Penanggung

WaKu Jawab

Aspek Utama Re*r

,r
t
LN

{v}rs
e

c. Va$ 'i:

l, tubliaAwarenas
(i) Peningkatan wawasan dan

kemampuan masyarakat untuk

berusaha ternak unggas Yang

baik.

(ii) Apresiasi terhadap Program
konsumsi produk unggas ASUH

melalui jalur pendidikan formal

maupun non-formal

IL Budidaya

a. Tah ruang (i) Pewilayahan kawasan usaha

peternakan unggas (KUNIu$

bagi sektor 3 dan 4.

(ii) Peraturan pelarangan Mxd
Faminq Pndi* (ayam, itik,

entog dan babi) dalam satu

kawasan.

b. Biosekuriti

(iii) Peraturan pelarangan umha

budidaya komersial dalam saht

kawasan dengan industri

perbibitan.

(i) Sosialisasipelakanaan

biosekuriti di setiap sektor

usaha

(ii) Pedoman pengandangan ternak

unggas pada sektor 4.

Meningkahya pengetahuan

dan keterampilan

masyarakat dalam beternak

unqqas.

Menumpas keresahan

masyarakat dalam

mengkonsumsi produk

unggas.

Perda dan terbentuknya

kawasan petemakan

unggas.

Permentan/SVPerda dan

Pedoman

Sosialisasi Permentrn/Slq

Perda dan Pedoman

pelanngan Mixed Farning

Pncti*.
Pengendalian penyakit di

sektor 3 dan 4

Pewilayahan usaha budidaya

komersial dengan industri

perbibitan.

Pelaksanaan biosekuriti

sesuai standar.

2005-2007 DitjenNak,

Dinas terkail
Penyuluh

2006-2007 Swasta,

DitjenNa&

Pemda, Dinas

terkait

2007-2008 DrtjenNak,

Pemda

2006-2007 Di$enNak,

Pemda

2007-2008 DitjenNak

Pemda,

Dinas terkait

2007-2008 Pemda,

Dinas terkait

2008 Swsta, BUMN,

Pemda,

Dinas terkait

Buku pedoman sistem

pengandangan ternak

unggas yang tertata.

Sosialisasi sistem

pengandangan.

Kesadaran masyarakat

dalam pengandangan temak

unqqas.

2006-2007

2005-2007

2007-2008

2007-2008

DitjenNak,

Badan Litbang

Pertanian

DitjenNak,

Pemda,

Dinas terkait

DitjenNak,

Pemda,

Dinas terkait

Pemda,

Dinas terkait

:. 5
t
4
el

,pl rr
;
a
tE!
rS
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Aspek Utama Rencana Tindak I(eluaran Sasaran Penanggung

Waktu lawab

c. Vakinasi

(iii) Pemberian vaksin melalui pakan

pada burung liar di habitatnya

serta sekitar kawasan peternakan

unggas,

(iv) Pemanfaatan limbah padat

(pupuk, pakan dan lain-lain).

(v) Penerapaan program

desinfeksi/penyucihamaan secara

ruUn sesuai standar dengan

fasilitas yang memadai.

(vi) Penyediaan tempat pemusnahan

ayam sakiVmati yang nmah
lingkungan.

{i) Pedoman vaksinasi pada unqgas

induk/bibit, DOC, DOD selama

pemeliharaan.

(ii) Penerapan vakinasi secara

mandiri dan swadana pada usaha

peternakan unggas skala

komersial dan usaha KUNAK.

(iii) Pelaksanaan vaksinasi oleh

pemerintah bagi peternakan di

sektor 4.

(lr) Penegakan aturan terhadap

program vaksinasi yang harus

selalu disertai dengan penerapan

biosekuriti sesuai standar

(v) Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi secara rutin terhadap

tingkat perlindungan dan

keamanan vakin.
(vi) Pelayanan kesehatan terpadu

melalui optimalisasi penggunaan

laboratorium dan pos-pos

kesehatan hewan yang tersedia di

setiap kecamatan.

Pengendalianpenyakityang 2006-2007

ditularkan oleh burung liar,

Termanfaad<an-nya limbah
peternakan dan terjaganya

sanitasi lingkungan.

Di$enNak,

Pemda,

Dinas terkait

2005-2007 Swasta,

Pemda,

Dinas terkait

2005-2007 Di$enNak

Swasta,

Maslarakat,

DifienNak,

Pemda

DitjenNak,

Dinas terkait

2006-2007

Sanitasi lingkungan

peternakan.

Pengendalian penyebaran

penyakit dan menjaga

sanitasi lingkungan.

Buku pedoman vaksinasi,

Penerapan program

vaksinasi yang disertai

dengan penerapan

biosekuriti sesuai standar

Partisipasiaktif masyarakat 2006-2007

dalam pengendallan

penyakit.

Cakupan vakinasi di sektor 2006-2007

4lebih optimal.

Informasi daya kerja vaksin. 2006-2007

Revitalisasi fungsi

laboratorium dan pos

kesehatan hewan.

Di!enNak,

Pemda,

Dinas terkait

Badan Litbang

Pertanian

DitjenNak,

Pemda, Dinas

terkait

2006-2007 DitjenNa&

Pemda,

Dinas terkait
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n06-2007 DitjenNak,

Pemda,

Dinas terkait
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WaKu lawab

III. Lalu lintas

1. Unggas dan

produknya

2. Pemasaran

(i) Penegakan atunn sesuai SK" 
Oirjen eina Produki Petemakan

No.llKpts/PD. 64aEl02
tentang Pedoman Pencegahan,

Pengendalian dan

Pemberanhsan Penyakit Hewan

Menular influenza pada Unggas

(Avian influenza ) yang berkaihn

dengan pengendalian lalu lintas

unggas, produk unggas serta

limbah yang dihasilkannya.

(ii) Peraturan strategi distribusi dan

transportasi karkas unggas

untuk wilayah-wilayah tertentu

sebagai pusat konsumen.

(iii) Penyediaan sarana kansportasi

yang memadai dengan fasililas

persyaratan teknis higyenis dan

sanitasi.

(i) Penyediaan lokasi pasar yang

representatif bagi penjualan

unggas hidup dan TPA

dilengkapi dengan sanna dan

prasarana yang memadai,

(ii) Revitalisasi penggunaan rumah

potong ayam (RPA) sehingga

tidak terjadi pencemaran silang

antar ruangan dengan sarana

yang cukup sederhana.

(iii) Peraturan alokasi satu hari libur

dalam satu minggu bagi

penjualan dan pemotongan

unggas di setiap pasar.

(vi) Modei pasar hewan hiduP dan

produknya

Pengendalian penyebaran

penyakt.

Distribusi produk unggas Yang

AsUH,

Jaminan keamanan pangan

dalam mengkonsumsi produk

unggas.

Tersedianya lPA dan tempat

pemasaran unggas yang

higyenis.

Terjaminnya kualitas karkas

unqgas yang hygienis.

Terpufu snya rantai penyebaran

penyakit

2005-2007 DitjenNak,

Pemda,Dinas

terkait

2006-2007 Swasta,

DitjenNak,

Pemda, Dinas

terkait

2006-2007 DitjenNak,

Pemda, Dinas

terkait

2006-2007 Swasta,

DitJenNak,

pemda, Dinas' terkait

2006-2007 Swasta,

DitjenNak,
pemda, Dinas

terkait

2007 DitjenNak,

Pemda, Dinas

terkait

1. Prof. Dr. I F
Eogor

2. ?rof. Dr. 9.t
3. Prof. Dr. Br

tsogor
4. Dr. JodalAd
5. Dr. RM. At

Bogor
6. Dr. Isrneft [l
7. Dr. Argffp

Bogor
8. Ir. H. Dm P.

Indoneia
9. Dr. Ues Pare
10. Dr. BerhFya
11. Dr. Ard qf,{
12. Dr. Bud llnl
13. Ir. Atien Pnyr

14. Dr. Eny ltlati
15. Drh. Sutrisrr
16. Raha Ayu !

Bogor
17. Drh. Imas gi
18. Eko Wakrad
19. Peter- H
20. H. Sudarb Ir

Pewilayahan/pemisahan temPat

penjualan unggas hidup dari

spesies lainnya, unggas hidup

dari produknya, unggas hidup

dari tempat pemotonganr unggas

hidup dari konsumen dan

masyarakat umum.

2007-2010 Deptan,

DitjenNak,

Pemda, Dinas

terkait
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TII4 PERUMUS

1. Prof. Dr. I Putu Kompiang - Balai Penelitian Ternak, ciawi-
Bogor

Z. prJf. Or. Subandriyo - Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor

3. Prof. Dr. Budi Tangendjaja - Balai Penelitian Ternak, ciawi-
Bogor

4, Dr. loelal Achmadi- Universitas Diponegoro, Semarang

5. Dr. R.M. Abdul Adjid - Batai Besar Penelitian veteriner,

Bogor
6. Dr. Ismeth Inounu - Puslitbang Peternakan, Bogor

7. Dr. Argono Rio setioko - Balai Penelitian Ternak, ciawi-

Bogor
S.tr.H.DonP.Utoyo,MBA-ForumMasyarakatPerunggasan

Indonesia
9. Dr. Lies Parede - Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor

10. Dr. Beriajaya - Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor

11. Dr. Andibjajanegara - Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor

12. Dr. Budi Hlryanto - Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor

13. Ir. Atien Priyanti, M.Sc. - Puslitbang Peternakan, Bogor

14. Dr. Eny Martindah - Pustitbang Peternakan, Bogor

15. Drh. Sutrisno - Sub Dinas Peternakan, Kabupaten Bogor

16. Ratna Ayu Saptati, s.Pt., M.Si. - Puslitbang Peternakan,

Bogor
17. Drh. Imas Sri Nurhayati- Puslitbang Peternakan, Bogor

18. Eko Wakradiharja - Praktisi Perynggasan di sektor 3 dan 4

19. Peter - Praktisi Perunggasan di sektor 3 dan 4

20. H. Sudarto Irawan - Praktisi Perunggasan di sektor 3 dan 4
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